BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG PENELITIAN

Setiap makhluk hidup, termasuk manusia, akan mengalami siklus
kehidupan yang dimulai dari proses pembuahan, kelahiran, kehidupan di
dunia dengan berbagai permasalahannya, serta diakhiri dengan kematian.
Dari proses siklus kehidupan tersebut, kematian merupakan salah satu
yang masih mengandung misteri besar dimana ilmu pengetahuan belum
berhasil menguaknya. Untuk dapat menentukan kematian seseorang
sebagai individu diperlukan kriteria diagnostik yang benar berdasarkan

konsep diagnostik yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

Kematian sebagai akhir dari rangkaian kehidupan adalah
merupakan hak dari Tuhan. Tak seorangpun yang berhak menundanya
sedetikpun, termasuk mempercepat waktu kematian.! Kematian adalah
peristiwa yang pasti terjadi pada setiap insan ciptaan Tuhan, dimana
peristiwa ini dinyatakan sebagai kejadian yang ajaib, tidak dapat diduga
maupun diramalkan oleh diri sendiri atau orang lain, tidak terkecuali oleh
seorang dokter yang pandai sekalipun. Definisi kematian sendiri diartikan

tidak lain adalah kebalikan dari definisi kehidupan itu sendiri. Dalam
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kenyataan, definisi kematian jauh lebih pelik daripada yang diperkirakan
oleh kebanyakan orang. Selama berpuluh-puluh abad masyarakat umum
terindoktrinasi oleh kepercayaan bahwa kehidupan adalah sesuatu yang
dihembuskan oleh Tuhan ke dalam pernafasan. Pemafasan dianggap
memegang peranan yang sangat penting. Tanpa adanya pernafasan, tak
ada pula kehidupan. Melalui pemafasanlah, makhluk hidup di dunia ini
memperoleh oksigen yang sangat dibutuhkan oleh seluruh organ —
bahkan sel - dalam tubuh. Kalau tidak mendapatkan oksigen yang
dipompakan dari paru-paru, jantung akan berhenti berdetak yang
berakibat pada terhentinya peredaran darah dalam tubuh. Apabila jantung
dan paru-paru berhenti bekerja (cardio-pulmonary malfunction), otak yang
berfungsi sebagai pusat pengaturan saraf (neurological function) niscaya
akan mengalami kerusakan karena kekurangan oksigen. Dalam waktu
yang tidak terlalu lama, kerusakan ini berakibat fatal bagi
keberlangsungan organisme dalam tubuh makhluk hidup, yakni kematian.
Dari pengertian inilah kemudian didefinisikan bahwa kematian adalah
terhentinya pernafasan (cessation of breathing) yang merupakan akhir
dari kehidupan (ketiadaan nyawa dalam organisme biologis).? Definisi
kematian ini pernah diakui serta diterima oleh masyarakat umum,
kalangan medis maupun kaum agamawan di Barat. Salah satu tanda

kematian secara medis dapat dinilai dari fungsi batang otak manusia yang
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merupakan pengatur seluruh aktivitas kehidupan baik, sebagai pengatur
fungsi jantung, paru, kesadaran maupun hal-hal lain yang berhubungan
dengan kehidupan. Menilai fungsi batang otak secara medis tidaklah sulit,
karena ada tata cara dan prosedur tindakan yang dilakukan oleh seorang
dokter guna menyimpulkan akhir dari penilaian tersebut. Bila batang otak
sudah dianggap tidak berfungsi, secara otomatis dapat dikatakan sudah
tidak ada lagi fungsi kehidupan atau dengan kata lain dianggap sudah
meninggal. Matinya batang otak secara klinis antara lain dihubungkan

dengan berhentinya fungsi jantung dan fungsi pernafasan.

Ada tiga langkah untuk menegakkan MBO (Mati Batang Otak)

1. Terdapat pra kondisi tertentu, yaitu : 3
a.Pasien berada dalam keadaan koma dan henti nafas yaitu tidak
responsif dan dibantu ventilator
b. Penyebabnya kerusakan otak yang struktural dan ireversibel,
yang disebabkan oleh gangguan yang dapat menuju mati batang
otak.

2. Menyingkirkan penyebab koma dengan henti nafas yang reversibel.

3. Memastikan arefleksia batang otak dan henti nafas yang menetap.

Menurut Sunatrio', Manusia dianggap meninggal bila fungsi jantung
dan paru berhenti, kematian sistemik atau kematian sistem tubuh lainnya

terjadi dalam beberapa menit, dan otak merupakan organ besar pertama
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yang menderita kehilangan fungsi yang ireversibel, yang disusul oleh
kematian organ-organ lain dalam tubuh manusia. Sedangkan menurut PP
no.18/1981 pasal 1 (g) tentang peraturan pemerintah mengenai bedah
mayat klinis dan bedah mayat anatomis serta transplantasi alat atau
Jjaringan tubuh manusia menyebutkan bahwa: “Meninggal dunia (Mati)
adalah keadaan insani yang diyakini oleh ahli kedokteran yang
berwenang, bahwa fungsi otak, pernafasan, & atau denyut jantung
seseorang telah berhenti”. Definisi mati ini merupakan definisi yang

berlaku di Indonesia.’

Secara definisi dan teori sangat mudah untuk diungkapkan, akan
tetapi secara faktual di lapangan terutama pasien-pasien perawatan ICU
yang memakai alat bantu nafas (mesin ventilator) sangatlah sulit untuk
diterapkan. Pengertian dan penjelasan secara medis kepada keluarga
sering tidak diindahkan. Sebagian keluarga masih tetap ingin pasien
tersebut dipertahankan dengan alat mesin bantu nafas meskipun sudah
dianggap mengalami Mati Batang Otak (MBO). Pengalaman ini sering
dialami oleh penulis sendiri sebagai seorang dokter bedah saraf yang
sering berhubungan dengan pasien-pasien dalam keadaan kritis di ruang
perawatan ICU baik sebelum maupun setelah dilakukan tindakan operasi

terutama pasien-pasien dengan cedera kepala berat yang disebabkan
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kecelakaan lalu lintas yang berakibat terjadinya perdarahan dan
kerusakan jaringan otak yang sangat signifikan. Sehubungan dengan
masalah tersebut, apakah seorang dokter dianggap melakukan perbuatan
yang melawan hukum bila tetap melakukan pelepasan alat bantu nafas
pasien — pasien perawatan ICU yang sudah dianggap MBO ? Adakah
perlindungan hukum bagi dokter tersebut ? Apakah perbuatan dokter

tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan eutanasia.

Eutanasia sendiri selain didefinisikan sebagai mati baik (mercy
killing), suatu Commissie dari Gezondheidsraad (Belanda) merumuskan
Eutanasia sebagai suatu perbuatan yang dengan sengaja memperpendek
hidup ataupun dengan sengaja tidak berbuat untuk memperpanjang hidup
demi kepentingan si pasien oleh seorang dokter ataupun bawahan yang
bertanggung jawab padanya.’ Sejak abad 19 terminologi eutanasia
dipakai untuk menghindarkan rasa sakit yang amat sangat dan
peringanan pada umumnya bagi seseorang yang sedang menghadapi
kematian dalam perawatan ataupun pélayanan dokter.® Hingga saat ini
tindakan eutanasia masih merupakan isu yang menarik untuk dibicarakan
karena banyak faktor yang selalu di pertimbangkan menyangkut
keputusan untuk melakukannya, misalnya faktor agama, moral, medik dan
hukum. Pada tanggal 10 April 2001 Belanda menerbitkan Undang-Undang

yang mengizinkan eutanasia. Undang-Undang ini dinyatakan efektif
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berlaku sejak tanggal 1 April 2002 , yang menjadikan Belanda menjadi
negara pertama di dunia yang melegalisasi praktik eutanasia. Pasien-
pasien yang mengalami sakit menahun dan tak tersembuhkan, diberi hak
untuk mengakhiri penderitaannya. Tetapi perlu ditekankan bahwa dalam
Kitab Hukum Pidana Belanda secara formal eutanasia dan bunuh diri

berbantuan masih dipertahankan sebagai perbuatan kriminal.

Ditinjau dari aspek Hukum Undang-Undang yang tertulis dalam
KUHP hanya melihat dari sisi dokter sebagai pelaku utama eutanasia,
khususnya eutanasia aktif (perbuatan yang dilakukan dengan sengaja
secara medis melalui intervensi aktif oleh petugas kesehatan atau dokter
dengan tujuan untuk mengakhiri kehidupan pasien yang sedang
dirawatnya) dan dianggap sebagai pembunuhan berencana, atau dengan
sengaja menghilangkan nyawa seseorang. Sehingga dalam aspek hukum,
dokter selalu pada pihak yang dipersalahkan dalam tindakan eutanasia,
tanpa melihat latar belakang dilakukannya eutanasia tersebut, tidak peduli
apakah tindakan tersebut atas permintaan pasien itu sendiri atau
keluarganya, untuk mengurangi penderitaan pasien dalam keadaan
sekarat atau rasa sakit yang sangat hebat yang belum diketahui
pengobatannya. Bagaimana dengan peran Pasal 50 Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran
(selanjutnya disingkat UU Praktik Kedokteran) yang menyatakan bahwa
“Setiap dokter dalam menjalankan praktek kedokterannya mempunyai hak

memperoleh perlindungan hukum*. Dapatkah Undang-Undang tersebut



sangat berperan dalam mengayomi dokter disaat terjadi perselisihan
faham dengan keluarga pasien sehingga terjadi tuntutan hukum oleh
karena dilain pihak, hakim dapat menjatuhkan pidana dengan mudahnya
dikarenakan banyaknya pasal-pasal ancaman pidana terhadap dokter

yang melakukan kesalahan.

Ikatan Dokter Indonesia (IDI) sebenamya telah cukup antisipasif
dalam menghadapi perkembangan iptekdok, antara lain dengan
menyiapkan perangkat lunak berupa SK PB IDI No.319/PB/4/88 mengenai
“Pernyataan Dokter Indonesia tentang Informed Consent”. Disebutkan di
sana, manusia dewasa & sehat rohani berhak sepenuhnya menentukan
apa yang hendak dilakukan terhadap tubuhnya. Dokter tidak berhak
melakukan tindakan medis yang bertentangan dengan kemauan pasien,
walau untuk kepentingan pasien itu sendiri. Kemudian SK PB IDI
No.336/PB/4/88 mengenai “Pemnyataan Dokter Indonesia tentang Mati”
yang bertujuan menyempumakan ayat PP No 18 tahun 1981 (pasal 1 ayat
g) tentang definisi mati yang belurﬁ sempurna. SK PB IDI ini menyebutkan
bahwa seseorang dikatakan mati bila fungsi spontan pernafasan dan
jantung telah berhenti secara pasti atau irreversibel atau terbukti telah
terjadi kematian batang otak. Sayangnya SKPB IDI ini tidak atau belum
tersosialisasikan dengan baik di kalangan ID! sendiri maupun di kalangan
pengelola rumah sakit. Sehingga, tiap dokter & rumah sakit masih memiliki
pandangan & kebijakan yang berlainan. Apabila diperhatikan lebih lanjut,

pasal 338, 340, & 344 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya



disingkat KUHPid), ketiganya mengandung makna larangan untuk
membunuh. Pasal 340 KUHPid sebagai aturan khususnya, dengan
dimasukkannya unsur “dengan rencana lebih dahulu”, karenanya biasa
dikatakan sebagai pasal pembunuhan yang direncanakan atau
pembunuhan berencana. Masalah eutanasia dapat menyangkut dua
aturan hukum, yakni pasal 338 & 344 KUHPid. Dalam hal ini terdapat apa
yang disebut ‘concursus idealis’ yang diatur dalam pasal 63 KUHPid ,
yang menyebutkan bahwa:’

(1) Jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana, maka
yang dikenakan hanya salah satu diantara aturan-aturan itu, jika berbeda-
beda yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling
berat.

(2) Jika suatu perbuatan yang masuk dalam suatu aturan pidana yang
umum diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang
khusus itulah yang dikenakan. Pasal 63 (2) KUHPid ini mengandung asas
lex specialis derogat legi generalis’, yaitu peraturan yang khusus akan
mengalahkan peraturan yang sifathya umum, dimana peraturan ini
dimaksudkan untuk menjelaskan perbarengan tindak pidana (concursus

idealis)

Berdasarkan hukum di Indonesia maka eutanasia adalah sesuatu

perbuatan yang melawan hukum, hal ini dapat dilihat pada peraturan
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perundang-undangan yang ada yaitu pada Pasal 344 KUHPid yang
menyatakan bahwa "Barang siapa menghilangkan nyawa orang lain atas
permintaan orang itu sendiri, yang disebutkannya dengan nyata dan
sungguh-sungguh, dihukum penjara selama-lamanya 12 tahun". Juga
demikian halnya nampak pada pengaturan pasal-pasal 338, 340, 345, dan
369 KUHPIid yang juga dapat dikatakan memenuhi unsur-unsur delik
dalam perbuatan eutanasia. Dengan demikian, secara formal hukum yang
berlaku di negara kita memang tidak mengizinkan tindakan eutanasia oleh
siapa pun. Ketua umum pengurus besar lkatan Dokter Indonesia (IDI)
Farid Anfasal Moeloek dalam suatu pernyataannya yang dimuat oleh
majalah Tempo Selasa § Oktober 2004 menyatakan bahwa : Eutanasia
atau "pembunuhan tanpa peﬁderitaan" hingga saat ini belum dapat
diterima dalam nilai dan norma yang berkembang dalam masyarakat
Indonesia. "Eutanasia hingga saat ini tidak sesuai dengan etika yang
dianut oleh bangsa dan melanggar hukum positif yang masih berlaku

yakni KUHPid 2

Karena begitu banyaknya faktor yang harus-dipertimbangkan, maka
para dokter sering merasa berada pada posisi yang sangat sulit bilamana
mereka menghadapi kasus menyangkut keputusan eutanasia, disatu segi
dokter dihadapkan oleh desakan keluarga pasien untuk mengakhiri hidup

pasien tersebut dengan berbagai alasan baik dari segi ekonomi maupun
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sosial, sedangkan dari segi lain seorang dokter akan menghadapi
ancaman hukuman bila melakukan pengakhiran hidup pasien dengan

alasan apapun.

Sampai saat ini belum ada peraturan perundangan di Indonesia
yang mengatur pelaksanan Eutanasia. Berdasarkan Pancasila dan lafal
sumpah dokter, seorang dokter di Indonesia wajib berperikemanusiaan
dan berperikeadilan dalam menjalankan profesinya. Dengan kata lain,
seorang dokter wajib mempertimbangkan berbagai faktor dalam rangka
menjalankan dan memutuskan setiap tindakan medis, terlebih pada saat
ia harus memutuskan untuk melakukan pelepasan alat bantu permafasan
(Ventilator). Kematian hanyalah sebuah gerbang yang terbuka menuju
suatu kekekalan, melepaskan rasa sakit yang mendalam dan melepaskan
penderitaan yang terus-menerus, hal inilah yang merupakan salah satu
alasan untuk dilakukannya tindakan pelepasan mesin sebagai alat bantu
pernafasan. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka akan dilakukan
Penelitian yang berjudul “ Tanggung Jawab Hukum Dokter Terhadap

Pelepasan Alat Bantu Nafas Pasien Mati Batang Otak (MBO) “.

B. PERUMUSAN MASALAH PENELITIAN

Berdasarkan uraian mengenai latar belakang tersebut diatas, maka
dalam penelitian tesis ini dirumuskan masalah penelitian yaitu: "Apakah
dokter yang melakukan tindakan pelepasan alat bantu nafas

menyebabkan dilanggamya Undang-Undang yang ada ?°. Berdasarkan
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perumusan masalah tersebut, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah

penelitian, yaitu sebagai berikut:

1

. Bagaimanakah tindakan dokter terhadap pelepasan alat bantu nafas di

kategorikan sebagai tindakan eutanasia dikaitkan dengan Pasal 344

KUHPid.

. Bagaimana akibat hukum dokter terhadap pelepasan alat bantu nafas

pasien MBO ?

. Adakah Undang-Undang atau peraturan yang bersifat melindungi

dokter, bila dokter tersebut dihadapkan pada kondisi dimana karena
tuntutan keluarga atau pihak lain akhirnya melakukan penghentian alat

bantu nafas pasien dengan ventilator

C. TUJUAN PENELITIAN

Dari perumusan masalah tersebut di atas, dapat dirumuskan

beberapa tujuan dari penelitian yang akan diuraikan dibawah ini:

1.

Untuk mendapatkan gambaran tindakan dokter terhadap pelepasan alat
bantu nafas di kategorikan sebagai tindakan Eutanasia dikaitkan

dengan Pasal 344 KUHPid.

. Untuk mengetahui akibat hukum dokter terhadap pelepasan alat bantu

nafas pasien MBO

. Untuk mengetahui sejauh mana keberadaan Undang-Undang atau

peraturan yang bersifat melindungi dokter dalam keadaan dan kondisi

dimana dokter tersebut akhirnya melakukan penghentian alat bantu
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nafas dengan ventilator.
D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis

a. Menambah pengetahuan dan pemahaman dalam pengembangan ilmu
hukum, khususnya hukum kesehatan yang berhubungan dengan
tanggung jawab hukum dokter terhadap pelepasan alat bantu nafas

pasien MBO

b. Memberikan sumbangan pengetahuan tambahan pada keluarga
pasien/masyarakat tentang eutanasia sehingga diharapkan akan banyak
mengurangi hambatan-hambatan dan salah interpretasi terhadap tindakan

dokter yang akan dilakukan
2. Manfaat Praktis

a. Memberikan tambahan wawasan dan pengetahuan bagi penulis
mengenai tindakan pelepasan alat bantu nafas sebagai tindakan
eutanasia dalam kajian hukum, khususnya dihubungkan dengan pasal

344 KUHPId.

b. Memberikan pengetahuan yang lebih khususnya mengenai ada
tidaknya Undang-Undang atau peraturan yang bersifat melindungi dokter
terutama bagi dokter-dokter yang dinas di ICU dan selalu berhubungan

dengan pemakaian alat bantu nafas (Ventilator) pasien MBO khususnya
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terkait dengan eutanasia, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan

yang lebih matang dalam pengambilan keputusan tersebut.

c. Memberikan acuan kepada para lintas sektoral yang terkait dalam

pengambilan kebijakan terutama yang berhubungan dengan eutanasia.

E. KERANGKA PEMIKIRAN

Dalam kerangka pemikiran ini, penulis pertama-tama akan menjelaskan
tugas seorang dokter khususnya di ICU termasuk tanggung jawab yang di
bebankannya secara etika dan secara hukum. Kemudian selanjutnya
memberikan uraian tentang alat bantu nafas (Ventilator) dan
konsekwensinya bila dilepas baik secara medis maupun dalam perspektif
hukum. Mendefinisikan secara medis tentang MBO (Mati Batang Otak)
serta membuat kriteria-kriteria MBO yang bertujuan menambah
pengetahuan petugas medis /CU baik dokter, perawat maupun
pengetahuan terhadap keluarga pasien  khususnya terkait pasien MBO.
Baru setelah itu, menjelaskan keterkaitan secara hukum melalui
ketetapan-ketetapan (Peraturan Pemerintah) dan pasal-pasal KUHPid
pelepasan alat bantu nafas oleh seorang dokter dikriteriakan sebagai
tindakan melawan hukum serta menguraikan ada tidak payung
perlindungan bagi dokter yang pada keadaan tertentu akhirya melakukan
tindakan tersebut. Dari hal tersebut diatas akan diperoleh suatu
kesimpulan yang pada akhimya akan menambah pemahaman baik

tenaga medis maupun keluarga pasien khususnya berlandaskan
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peraturan pemerintah dan pasal-pasal dalam Undang-Undang termasuk
KUHPid sehingga diperoleh persamaan persepsi tentang seluruh hal -hal
yang berhubungan dengan pemakaian alat bantu nafas termasuk pada
pasien MBO dan keterkaitannya dengan eutanasia dilandaskan kepastian

hukum yang ada.

Dalam bentuk bagan bisa di tampilkan sebagai berikut :

F. METODE PENELITIAN
1. Metode Pendekatan
Metode penelitian yang dilakukan berdasarkan pendekatan secara

yuridis normatif (doctrinal legal approach), yaitu penelitian hukum yang
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dilakukan dengan cara meneliti atau mempelajari masalah dilihat dari segi
aturan hukumnya, meneliti bahan pustaka atau data sekunder' bidang
hukum dengan menggunakan metode berpikir deduktif serta kriterium

kebenaran koheren'® dalam rangka menjawab permasalahan yang ada.

Pengertian metode penelitian normatif masih terdapat perbedaan
pendapat dikalangan para ahli hukum, misalnya Soetandyo
Wignjosoebroto yang berpendapat bahwa penelitian hukum doktrinal
adalah penelitian yang dikonsepkan dan dikembangkan atas dasar doktrin
yang dianut konseptor maupun pengembangnya sebagai asas keadilan
dalam sistem hukum moral menuruti doktrin aliran hukum alam, metode
kajian hukum dengan hukum yang dikonsepkan sebagai kaidah
perundang-undangan menuruti doktrin aliran positivisme dalam ilmu
hukum, dan metode kajian hukum dengan hukum yang dikonsepkan
sebagai keputusan hakim in concreto menuruti doktrin fungsionalisme

kaum realis dalam ilmu hukum.'®

Selanjutnya yang dimaksud dengan metode berpikir deduktif
adalah cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu
yang sifathya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan

kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus.'”

Kebenaran koheren (the coherence theory of truth) adalah suatu
pengetahuan, teori, pernyataan, proposisi atau hipotesis dianggap benar

kalau sejalan dengan pengetahuan, teori, pemyataan, proposisi, atau
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hipotesis lainnya, yaitu kalau proposisi itu meneguhkan dan konsisten

dengan proposisi sebelumnya yang dianggap benar.'®

Peraturan perundang-undangan dan pendekatan konsep sebagai
acuan meliputi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009
tentang Kesehatan (Selanjutnya disingkat UU Kesehatan), Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi
Manusia (Selanjutnya disingkat UU HAM), Declaration of Human Rights

dan tentunya KUHPid yang terkait.

2. Spesifikasi Penelitian

Dalam penelitian ini, spesifikasi penelitian yang digunakan adalah
deskriptif analitis. Yang dimaksud dengan deskriptif analitis yaitu membuat
deskriptif atau gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai
fakta, sifat dan hubungan antaran fenomena dan gejala yang diteliti sambil
menganalisanya, yaitu mencari sebab akibat dari suatu hal dan
menguraikannya secara konsisten dan sistematis serta logis.®

Selanjutnya, spesifikasi penelitian deskriptif analitis ini digunakan
untuk menganalisis, yaitu mencari sebab akibat dari permasalahan yang
terdapat pada perumusan masalah dan menguraikannya secara
konsisten, sistematis dan logis sesuai dengan perumusan masalah yang
menjadi fokus dalam penelitian ini, yaitu tinjauan secara hukum terhadap

pelepasan alat bantu nafas pasien MBO dengan ventilator.

9 Lihat Mohamad Nazir, Metode Ghalia Indonesia, Jakarta, hal 63,72,405,406 & 427
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3. Jenis Data

Jenis data yang dipergunakan dalam peneitian ini, yaitu data
sekunder. Yang dimaksud dengan data sekunder (library research) ialah
data yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan dan dokumentasi,
yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah
tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumentasi yang biasanya
disediakan di internet, perpustakaan umum atau perpustakaan pribadi.

Di dalam penelitian hukum, data sekunder tersebut meliputi bahan
hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan
hukum primer adalah bahan hukum yang terdapat dalam suatu aturan
hukum atau teks otoritatif seperti peraturan perundangan-undangan,
putusan hakim, traktat, kontrak, keputusan tata usaha negara. Bahan
hukum primer yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari KUHPid
dan UU Kesehatan. Sedangkan bahan Hukum sekunder adalah bahan
hukum yang diperoleh dari buku teks, jumal-jumal asing, pendapat para
sarjana, kasus-kasus hukum, serta simposium yang dilakukan para pakar
hukum mengenai tindakan eutanasia. Selain itu, dalam penelitian ini
dipergunakan pula bahan hukum tersier yaitu berupa bahan hukum yang
memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum
primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.
Baik bahan hukum primer, sekunder maupun bahan hukum tersier

diinventarisasi berdasarkan fokus permasalahan yang telah dirumuskan

17



dalam perumusan masalah dan klasifikasi menurut bidang kajiannya, agar

memudahkan untuk menganalisisnya.

4. Metode Pengumpulan Data

Oleh karena data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah
data sekunder yang bersifat kualitatif, maka metode pengumpulan data
yang dipergunakan adalah studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah
suatu kegiatan (praktis dan teoritis) untuk mengumpulkan (inventarisasi),
dan mempelajari (learning), serta memahami (reflektif, kritis dan sistematif
serta logis) data yang berupa hasil pengolahan orang lain, dalam bentuk
teks otoritatif (peraturan perundang-undangan, putusan hakim, traktat,
kontrak, keputusan tata usaha negara, kebijakan publik, dan lainnya),
literatur atau buku teks, jumnal, artikel, arsip atau dokumen, kamus,

ensiklopedi dan lainnya yang bersifat publik maupun privat.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
metode kualitatif normatif. Metode kualitatif normatif ini digunakan karena
penelitian ini tidak menggunakan konsep-konsep yang diukur/dinyatakan
dengan angka atau rumusan statistik. Dalam menganalisis data sekunder
tersebut, penguraian data disajikan dalam bentuk kalimat yang konsisten,
logis dan efektif serta sistematis sehingga memudahkan untuk interpretasi

data dan konstruksi data serta pemahaman akan analisis yang dihasilkan,
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yaitu mencari sebab akibat dari suatu masalah dan menguraikannya

secara konsisten, sistematis dan logis sesuai dengan rumusan masalah

yang menjadi fokus dalam penelitian ini, tinjauan secara hukum terhadap

pelepasan alat bantu nafas pasien MBO dengan ventilator serta payung

perlindungan bagi dokter yang dalam keadaan tertentu melakukan

tindakan tersebut.

G.

SISTEMATIKA PENULISAN

. Bab | : Pendahuluan. Bab ini memuat tentang latar belakang situasi

atau keadaan tentang definisi kematian, mati batang otak dan
eutanasia, serta uraian tentang tindakan dokter yang berhubungan
dengan eutanasia yang dihubungkan dengan pasal 344 KUHPid.
Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka akan dilakukan
Penelitian yang berjudul “ Tanggung Jawab Hukum Dokter
Terhadap Pelepasan Alat Bantu Nafas Pasien Mati Batang Otak
(MBO) “. Bab ini juga memuat tentang perumusan masalah
penelitian,  tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka
penelitian dan metode penelitian, sistematika penulisan dan jadwal

penelitian.

. Bab Il : Tinjauan Pustaka. Bab ini didahului kata pengantar yang

berisi gambaran tentang unsur-unsur dan kriteria tindakan
eutanasia, dilanjutkan gambaran tentang eutanasia berdasarkan
Pasal 344 KUHPidana yang menyajikan suatu kerangka pemikiran

dari Perumusan Masalah yang berupa korelasi secara hukum
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tindakan dokter terhadap pelepasan alat bantu nafas dikaitkan
dengan pasal 344 KUHPid serta penguraian ada tidaknya payung
perlindungan terhadap dokter yang dalam kondisi tertentu
melakukan tindakan pelepasan alat bantu nafas. Selain itu juga
menjelaskan kematian, mati batang otak dan eutanasia dari
berbagai konsep seperti dari segi konsep ilmu kedokteran, agama,

filsafat dan dari tinjauan yang lain.

. Bab lll: Pembahasan. Bab ini menyajikan penegrtian mengenai
eutanasia ditinjau dari berbagai segi terutama dari segi hukum,
selain itu menguraikan kedudukan dokter dalam melakukan
tindakan euthasia dihubungkan dengan pasal 344 KHUPid serta
ada tidaknya perlindungan hukum terhadap dokter yang dianggap

melakukan tindakan eutanasia.

. Bab IV : Kesimpulan dan Saran. Bagian ini merupakan kesimpulan
yang dapat diambil yang antara lain menyebutkan bahwa
eutanasia merupakan masalah yang kompleks yang harus
dihadapi, karena menyangkut banyak aspek termasuk medis,
moral, agama, sosio budaya dan lain — lain. Selain itu berisi
pernyatan perlunya perlindungan hukum terhadap dokter yang
pada keadaan tertentu dihadapkan pada masalah yang

menyebabkan terjadinya tindakan eutanasia.
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